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Abstract

Land acquisition for public infrastructure development often involves challenges
concerning legal certainty and the protection of landowners’ civil rights. This study
aims to examine the relationship between land acquisition regulations and the legal
protection afforded to landowners, as well as to evaluate the implementation of land
acquisition procedures for the construction of SMA Taruna Nusantara in Kojawas
Village, Langowan District, Minahasa Regency, Indonesia. This study employs a
normative-empirical legal research method, incorporating statutory and case
approaches. Data were collected through a literature review of relevant laws and
ARTICLE INFO regulations, as well as field interviews with affected community members and
Article history: representatives of the National Land Agency (BPN) and the Land Acquisition
Received Committee. The data were analyzed using qualitative comparative analysis. The
August 11, 2026 findings indicate that the land acquisition process for SMA Taruna Nusantara has
Revised largely complied with the legally prescribed procedures under Law No. 2 of 2012 and
October 18, 2026 relevant Presidential Regulations, particularly regarding location determination, land
Accepted inventory and identification, public announcements, and mutually agreed
November 10, compensation. Nevertheless, several substantive challenges remain, including the
2026 limited technical and legal understanding of land acquisition procedures among local
government officials, particularly at the sub-district level, and inadequate
coordination among relevant authorities. These issues have contributed to
uncertainty in determining fair compensation. This study provides theoretical and
practical contributions to harmonizing national land acquisition regulations and
strengthening the roles of notaries and public officials in ensuring legal certainty and

protecting landowners’ fundamental rights in strategic development projects.
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PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional saat ini, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan
semakin meningkat pesat, baik sebagai tempat sarana publik seperti jalan tol, pasar, terminal,
sekolah, dan rumah sakit, maupun untuk kegiatan usaha ekonomi (Nurhakim & Pandamdari, 2018;
Rodzi, 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan akan dukungan berupa jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi sangat krusial. Pemberian jaminan kepastian
hukum pertanahan memerlukan tersedianya peraturan hukum tertulis yang lengkap, jelas, dan
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan penghormatan
hak asasi manusia (Anastasia et.al, 2024; Pramudhawardhani et.al, 2024; Triananda et.al, 2026).
Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat sementara ketersediaan tanah bersifat tetap
mengakibatkan persaingan dan minat masyarakat terhadap tanah menjadi semakin tinggi
(Mardiana et.al, 2016; Pujiriyani et.al, 2019; Prabowo et.al, 2020).
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Permasalahan pertanahan di Indonesia saat ini terfokus pada ketidakseimbangan hak dan
kewajiban antara masyarakat pemegang hak atas tanah dan kebutuhan pemerintah dalam
pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur (Suntoro & Komnas, 2019; Syarief et.al, 2020;
Nasir, 2024; Juniar et.al, 2025). Kepincangan ini berpotensi memicu sengketa ketika proses
pencabutan hak, pembebasan tanah, maupun pelepasan hak atas tanah tidak memperhatikan ganti
kerugian yang layak dan adil. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya telah mengamanatkan bahwa demi kepentingan
umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut tata
cara yang diatur undang-undang (Santoso, 2017; Putri, 2022; Arridho & Erliyan, 2026). Seiring
perkembangan regulasi, diterbitkan Keppres No. 55 Tahun 1993, Perpres No. 36 Tahun 2005,
hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP
Nomor 39 Tahun 2023 (Suntoro & Komnas, 2019; Murhani & Wardhani, 2025).

Secara khusus di Kabupaten Minahasa, Kecamatan Langowan, Desa Kojawas, pelaksanaan
pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan publik Sekolah Menengah Taruna
Nusantara yang mencakup luas lahan melebihi 1 (satu) hektar hingga mencapai 25 hektar
menghadapi berbagai tantangan yuridis dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta mengevaluasi
tahapan proses pelaksanaan pengadaan tanah lokasi SMA Taruna Nusantara Kojawas guna
memastikan kesesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku, identifikasi kendala aparat lokal
(Camat/BPN), serta langkah penyelesaiannya demi mewujudkan kepastian hukum dan
perlindungan hak keperdataan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode empiris-normatif (socio-legal research) secara
komprehensif untuk mengkaji kesesuaian antara normatif yuridis dan realitas empiris di lapangan
(Asa, 2026; Idul et.al, 2026). Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus empiris (case approach) terkait
pengadaan tanah pembangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Kojawas, Kecamatan Langowan,
Kabupaten Minahasa. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: (1) Studi
kepustakaan (library research) untuk menelaah bahan hukum primer berupa UUPA, UU No. 2
Tahun 2012, PP No. 19 Tahun 2021, PP No. 39 Tahun 2023, Perpres No. 36 Tahun 2005, Keppres
No. 55 Tahun 1993, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum agraria, jurnal ilmiah
reputasi internasional dan nasional; dan (2) Studi lapangan (field research) melalui wawancara
mendalam (in-depth interview) dengan instansi BPN Kabupaten Minahasa, aparat pemerintah
Kecamatan Langowan, Kepala Desa Kojawas, serta masyarakat pemilik tanah yang terkena
pembebasan lahan (Paramata etal, 2024; Mustafa et.al, 2015; Putra et.al, 2025). Data yang
terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduktif dan induktif untuk
merumuskan simpulan yuridis yang sistematis dan terstruktur (Ananda, 2025; Susanti& Fakrulloh,
2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMA
Taruna Nusantara di Desa Kojawas, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, disajikan
berdasarkan empat tujuan penelitian, yaitu pengaturan hukum pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, pelaksanaan tahapan pengadaan tanah, kendala yang dihadapi aparat
pemerintah daerah dan instansi pertanahan, serta upaya penyelesaian untuk mewujudkan
kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan masyarakat.
Pengaturan Hukum dan Realitas Yuridis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia diatur secara menyeluruh
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2023. Regulasi ini berupaya menjembatani kebutuhan tanah untuk pembangunan
infrastruktur publik, jaminan investasi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pemegang
hak atas tanah melalui prinsip keseimbangan posisi tawar (Kirana & Suherman, 2026; Tantri &
Andreas, 2026). Namun demikian, dalam praktik administrasi sering kali terjadi disparitas antara
norma hukum dan implementasi operasional, terutama terkait formulasi penetapan 'ganti kerugian
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yang layak dan adil' yang memicu inkonsistensi penerapan di berbagai daerah (Daud, 2025;
Maulana et.al, 2025; Wahyuni et.al, 2025; Effendi et.al, 2026).

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas
publik di Indonesia memiliki landasan hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan
tanah tersebut selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada negara untuk
melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan hak-hak
masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Pengadaan tanah tidak hanya berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kemanusiaan,
keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, dan perlindungan terhadap pihak
yang berhak.

Berdasarkan hasil telaah peraturan perundang-undangan, terdapat kewajiban untuk
melaksanakan tahapan pengadaan tanah secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tahapan tersebut mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil
pengadaan tanah. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMA
Taruna Nusantara di Desa Kojawas harus dinilai berdasarkan kesesuaian antara prosedur yang
dilaksanakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah SMA Taruna Nusantara di Desa Kojawas

Pelaksanaan pengadaan tanah yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama
Camat Langowan untuk lokasi pembangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Kojawas seluas 25
hektar dilaksanakan melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Minahasa yang dibentuk oleh
Gubernur Sulawesi Utara. Tahapan pelaksanaan tersebut secara yuridis telah memenuhi aspek
kepatuhan prosedur melalui langkah-langkah berikut:

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas
publik di Indonesia memiliki landasan hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan
tanah tersebut selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada negara untuk
melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan hak-hak
masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Pengadaan tanah tidak hanya berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kemanusiaan,
keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, dan perlindungan terhadap pihak
yang berhak.

Berdasarkan hasil telaah peraturan perundang-undangan, terdapat kewajiban untuk
melaksanakan tahapan pengadaan tanah secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tahapan tersebut mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil
pengadaan tanah. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMA
Taruna Nusantara di Desa Kojawas harus dinilai berdasarkan kesesuaian antara prosedur yang
dilaksanakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kendala yang Dihadapi Aparat Pemerintah Daerah dan Instansi Pertanahan

Hasil penelitian midentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah,
terutama berkaitan dengan kapasitas aparat pemerintah daerah dan koordinasi antarlembaga.

Pertama, terdapat keterbatasan pemahaman teknis dan yuridis aparat pemerintah tingkat
kecamatan, khususnya mengenai prosedur pengadaan tanah, administrasi pertanahan, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Kondisi tersebut
berpotensi menimbulkan ketidaksamaan pemahaman dalam menjalankan tugas administratif dan
memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Kedua, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kecamatan, pemerintah desa, BPN,
dan panitia pengadaan tanah masih menjadi aspek yang memerlukan penguatan. Pelaksanaan
pengadaan tanah melibatkan beberapa institusi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang
berbeda. Oleh karena itu, ketidaksinkronan informasi maupun pembagian tugas dapat
memengaruhi kelancaran proses administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
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Ketiga, terdapat tantangan dalam memastikan kewajaran dan keadilan penentuan ganti
kerugian. Meskipun musyawarah dan kesepakatan telah dilaksanakan, penilaian terhadap
kelayakan kompensasi memerlukan transparansi informasi dan dasar penilaian yang dapat
dipahami oleh pemilik tanah. Dengan demikian, kesepakatan administratif belum dengan
sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek keadilan substantif dalam pemberian ganti kerugian
telah terpenuhi.

Ketiga kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya
ditentukan oleh terpenuhinya tahapan formal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kualitas
koordinasi, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Upaya Penyelesaian untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak
Masyarakat

Berdasarkan kendala yang ditemukan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa langkah
yang perlu dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan
masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Pertama, peningkatan kapasitas teknis dan yuridis
aparat kecamatan perlu dilakukan melalui sosialisasi regulasi, pelatihan administrasi pertanahan,
serta pendampingan teknis oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.
Langkah tersebut diperlukan agar aparat kecamatan mampu memahami prosedur pengadaan tanah
dan menjalankan fungsi fasilitasi secara tepat. Kedua, koordinasi antara pemerintah daerah,
pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPN, dan panitia pengadaan tanah perlu diperkuat
melalui konsultasi teknis secara berkala dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Koordinasi
tersebut penting untuk memastikan keseragaman informasi, ketepatan administrasi, dan
konsistensi pelaksanaan setiap tahapan pengadaan tanah. Ketiga, proses penentuan ganti kerugian
perlu dilaksanakan secara transparan dengan didukung informasi mengenai dasar penilaian dan
mekanisme penyampaian keberatan. Pemilik tanah perlu memperoleh informasi yang memadai
agar dapat memahami proses penilaian dan menggunakan haknya untuk menyampaikan keberatan
sesuai dengan ketentuan hukum. Keempat, keterlibatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dapat diperkuat sesuai dengan kewenangan masing-masing, khususnya dalam aspek
pemeriksaan dokumen keperdataan, keabsahan dokumen, dan kepastian administrasi peralihan
hak. Peran tersebut merupakan rekomendasi penguatan perlindungan hukum dan perlu
ditempatkan sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah
untuk pembangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Kojawas secara umum telah mengikuti
rangkaian prosedur yang ditetapkan. Namun, penguatan kapasitas aparat lokal, koordinasi
antarlembaga, transparansi penilaian ganti kerugian, dan ketepatan administrasi pertanahan tetap
diperlukan agar kepatuhan prosedural dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak dan
kepastian hukum bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menegaskan kembali bahwa kepastian hukum dalam tahapan pengadaan
tanah untuk proyek pendidikan strategis sangat bergantung pada transparansi penilaian
kompensasi dan kompetensi yuridis aparat pemerintah tingkat kecamatan. Relevansi temuan ini
memberikan sumbangsih penting bagi kajian hukum pertanahan dan kebijakan publik dalam
mengeliminasi sengketa agraria pada proyek-proyek strategis nasional berbasis kemasyarakatan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMA Taruna
Nusantara di Desa Kojawas, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, secara umum telah
mengikuti ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan
pelaksanaannya. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut mencakup beberapa tahapan yang
ditentukan secara hukum, antara lain penetapan lokasi pembangunan, inventarisasi dan identifikasi
tanah, pengumuman kepada masyarakat, musyawarah penetapan ganti kerugian, pembayaran
ganti kerugian, serta pelepasan hak atas tanah secara formal. Meskipun demikian, hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum tidak serta-merta menjamin
terwujudnya kepastian hukum secara substantif. Secara khusus, keterbatasan pemahaman teknis
dan yuridis di kalangan aparat pemerintah daerah, terutama pada tingkat kecamatan, serta belum
optimalnya koordinasi antarlembaga terkait masih menjadi tantangan penting dalam mewujudkan
pemberian ganti kerugian yang transparan dan berkeadilan. Temuan ini memperkuat pentingnya
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transparansi dalam penilaian ganti kerugian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah sebagai prasyarat utama perlindungan hak-hak keperdataan pemilik tanah (Astriani &
Indrawati, 2024; Pratiwi et al., 2024; Wicaksono et al., 2024).

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menegaskan
bahwa legitimasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan
terpenuhinya prosedur administratif formal. Shukla (2021), dalam penelitiannya yang
dipublikasikan pada Journal of Property Research, menunjukkan bahwa keadilan prosedural dalam
pengadaan tanah secara paksa bergantung pada pelaksanaan proses yang beretika, keterwakilan
pemilik tanah terdampak, akses terhadap informasi yang akurat, akuntabilitas instansi pelaksana,
penilaian ganti kerugian yang objektif, serta tersedianya mekanisme penyelesaian keberatan yang
mudah diakses. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini mengidentifikasi koordinasi
kelembagaan dan kapasitas teknis-yuridis aparat pemerintah daerah sebagai faktor penting yang
memengaruhi terwujudnya kepastian hukum. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa
perlindungan prosedural harus disertai partisipasi masyarakat yang bermakna dan praktik
administrasi pemerintahan yang akuntabel.

Selanjutnya, Shukla dan Tiwari (2022) menunjukkan bahwa penilaian ganti kerugian
berpotensi tidak mencerminkan nilai ekonomi tanah yang sebenarnya apabila potensi
pengembangan tanah pada masa mendatang dan penurunan nilai tanah akibat pengumuman
pengadaan tidak dipertimbangkan secara memadai. Temuan tersebut memberikan perspektif
komparatif yang penting untuk memahami persoalan ganti kerugian dalam kasus pengadaan tanah
di Desa Kojawas. Meskipun penelitian ini menemukan bahwa penetapan ganti kerugian dilakukan
melalui musyawarah dan kesepakatan, tingkat kelayakan dan keadilan kompensasi tersebut belum
dapat dinilai secara konklusif tanpa mengkaji metode penilaian tanah, data harga pasar yang
relevan, serta kondisi ekonomi pemilik tanah yang terdampak.

Dari perspektif ekonomi politik yang lebih luas, Meckelburg dan Wardana (2024)
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengadaan tanah di Indonesia dipengaruhi oleh
hubungan antara prioritas pembangunan negara, kepentingan ekonomi, dan perlindungan hak
masyarakat atas tanah. Analisis mereka menunjukkan adanya kemungkinan ketimpangan
struktural dalam pelaksanaan kewenangan negara terhadap pengadaan tanah. Perspektif ini
melengkapi temuan penelitian sekarang dengan menegaskan bahwa legitimasi hukum proyek
pembangunan untuk kepentingan umum harus disertai mekanisme perlindungan yang efektif agar
masyarakat tidak menanggung beban pembangunan secara tidak proporsional. Dalam konteks
pembangunan SMA Taruna Nusantara, persoalan utamanya bukan hanya apakah seluruh tahapan
administratif telah diselesaikan, melainkan juga apakah proses pelaksanaannya telah memberikan
perlindungan yang memadai terhadap hak dan kepentingan pemilik tanah terdampak.

Perbandingan berikutnya dapat dilihat dari penelitian Ti (2022), yang menggunakan
prinsip-prinsip keadilan Rawlsian untuk menganalisis pemberian ganti kerugian dalam pengadaan
tanah. Penelitian tersebut menekankan bahwa mekanisme pemberian ganti kerugian seharusnya
dievaluasi berdasarkan perspektif keadilan distributif, bukan semata-mata melalui penetapan nilai
nominal uang. Argumentasi tersebut relevan dengan penelitian ini karena adanya kesepakatan
antara instansi yang memerlukan tanah dan pemilik tanah tidak secara otomatis dapat dimaknai
sebagai bukti terpenuhinya keadilan substantif. Sebaliknya, keadilan dalam proses pengadaan
tanah juga harus dinilai berdasarkan transparansi, ketersediaan informasi, keseimbangan posisi
tawar para pihak, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan individu.

Sejalan dengan hal tersebut, Alfirman et al. (2022) menekankan bahwa pengadaan tanah
untuk pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi lanjutan yang
tidak hanya terbatas pada pembayaran ganti kerugian secara langsung. Penelitian mereka
menyoroti pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dan keberlanjutan mata
pencaharian masyarakat terdampak proyek. Perspektif tersebut memperluas pembahasan
mengenai pembangunan SMA Taruna Nusantara dengan menunjukkan bahwa perlindungan hukum
tidak seharusnya berakhir setelah pelepasan hak atas tanah secara formal. Perlindungan tersebut
juga perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang pengadaan tanah terhadap
kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Endriana et al. (2024) mengidentifikasi bahwa musyawarah dalam penetapan
ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berubah menjadi sekadar
formalitas prosedural apabila tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat
untuk berpartisipasi secara bermakna. Temuan tersebut sangat relevan dengan penelitian ini
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karena proses pengadaan tanah di Desa Kojawas juga melibatkan konsultasi dan musyawarah
antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat pemilik tanah terdampak. Perbandingan ini
menunjukkan bahwa kualitas musyawarah tidak cukup dinilai dari keberadaan pertemuan atau
kesepakatan semata, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh informasi
yang memadai dan memiliki kesempatan nyata untuk menyampaikan kepentingannya.
Argumentasi yang berkaitan juga dikemukakan oleh Irawan et al. (2024), yang menekankan adanya
ketegangan antara kewenangan regulatif negara dan perlindungan hak-hak pemilik tanah,
khususnya berkaitan dengan pemberian ganti kerugian dan efektivitas mekanisme upaya hukum.

Hasil penelitian ini komparabel dengan temuan penelitian terdahulu di berbagai kawasan
berkembang. Studi mengenai pembebasan lahan di Malaysia dan Asia Tenggara menunjukkan
bahwa kepatuhan terhadap prosedur musyawarah merupakan kunci utama pencegahan konflik
agraria (Ganindha, 2016; Rahmat, 2024; Wijaya, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian Da Cruz
(2025) dan Rafiqi etal (2026), yang menemukan bahwa kegagalan koordinasi antara panitia
penilai tanah dan pemerintah daerah sering menjadi pemicu gugatan sengketa di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Di samping itu, kajian global oleh Maudi et.al (2025) serta Wulandari (2025)
mempertegas bahwa kompensasi berbasis harga pasar wajar tanpa kolusi adalah syarat mutlak
terciptanya stabilitas investasi infrastruktur publik.

Kesamaan temuan penelitian ini dengan studi masa lalu terletak pada pola resistensi
masyarakat yang umumnya bersumber dari ketidakjelasan Kkriteria penentuan ganti rugi serta
kurangnya sosialisasi langsung. Adapun perbedaan temuan dipengaruhi oleh konteks kewenangan
administratif lokal; pada pengadaan tanah SMA Taruna Nusantara Kojawas, keberhasilan pelepasan
hak didorong oleh partisipasi aktif tokoh adat dan BPN Minahasa yang meminimalkan spekulasi
tanah oleh pihak ketiga, berbeda dengan kasus pengadaan tanah perkotaan yang rentan intervensi
mafia tanah (Guntoro, 2025; Silalahi & Indra, 2025).

Penelitian ini juga memberikan perspektif yang spesifik berdasarkan konteks lokasi
penelitian. Berbeda dengan penelitian yang lebih banyak mengkaji proyek infrastruktur perkotaan,
sengketa pertanahan melalui pengadilan, atau aspek ekonomi politik pengadaan tanah berskala
besar, penelitian ini berfokus pada proyek pembangunan fasilitas pendidikan untuk kepentingan
umum yang berada dalam lingkungan administratif perdesaan. Karakteristik kelembagaan daerah,
keterlibatan aparat pemerintah setempat, serta hubungan antara Badan Pertanahan Nasional
(BPN), panitia pengadaan tanah, dan masyarakat pemilik tanah terdampak merupakan dimensi
kontekstual yang penting. Perbedaan tersebut dapat menjelaskan mengapa proses pengadaan
tanah di Desa Kojawas menunjukkan terpenuhinya tahapan prosedural formal, tetapi masih
menghadapi tantangan dalam koordinasi kelembagaan dan penilaian ganti kerugian. Oleh karena
itu, temuan penelitian ini perlu dipahami berdasarkan kondisi administratif dan geografis lokasi
penelitian secara spesifik, bukan digeneralisasikan secara langsung terhadap seluruh proyek
pengadaan tanah di Indonesia.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada formulasi integratif peranNotaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Camat dalam pengawasan keabsahan dokumen keperdataan dan
mediasi partisipatif pada pengadaan tanah skala menengah-besar di wilayah perdesaan
berkembang. Artikel ini memberikan kontribusi konseptual baru bahwa Notaris/PPAT tidak hanya
berfungsi sebagai pembuat akta administratif, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum atas
pelepasan hak dan pelindung hak asasi pemilik tanah terdampak (Lukman & Silviana, 2025; Efendj,
2026). Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan mengenai perbedaan antara
legalitas prosedural dan kepastian hukum substantif dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan
terhadap prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan persyaratan
yang diperlukan, tetapi belum cukup untuk menjamin perlindungan hak-hak pemilik tanah secara
efektif. Kepastian hukum juga harus didukung oleh kompetensi aparat pemerintah, transparansi
penilaian ganti kerugian, koordinasi kelembagaan yang akuntabel, serta partisipasi masyarakat
terdampak yang bermakna. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi
terhadap pengembangan kajian hukum agraria dengan menghubungkan kerangka normatif

pengadaan tanah dengan realitas kelembagaan dalam pelaksanaannya di tingkat lokal.
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Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan
menyoroti pentingnya penguatan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan Badan
Pertanahan Nasional. Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga dapat diperkuat
dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen keperdataan, memfasilitasi peralihan hak secara
sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan bantuan hukum sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, keterlibatan Notaris
dan PPAT tersebut perlu dipahami sebagai usulan penguatan mekanisme perlindungan
kelembagaan, bukan sebagai temuan empiris yang telah dibuktikan secara langsung dalam
penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan
pendekatan pengadaan tanah yang lebih integratif, yaitu pendekatan yang mampu
menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak kepemilikan tanah
masyarakat.

Implikasi praktis penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas
teknis dan yuridis aparat kecamatan serta unsur pemerintah daerah lainnya yang terlibat dalam
pelaksanaan pengadaan tanah. Pelatihan hukum secara berkala, konsultasi teknis dengan Badan
Pertanahan Nasional, standardisasi prosedur administrasi, serta pembagian tanggung jawab
kelembagaan yang jelas diperlukan untuk meminimalkan inkonsistensi dalam pelaksanaan
pengadaan tanah. Selain itu, penilaian ganti kerugian harus didukung oleh metode penilaian yang
transparan, dokumentasi yang memadai, serta kesempatan yang mudah diakses bagi pemilik tanah
terdampak untuk mengajukan keberatan. Pada tingkat kebijakan, pemerintah daerah perlu
membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa setiap tahapan
pengadaan tanah dilaksanakan secara konsisten berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
proporsionalitas, dan perlindungan hukum.

Secara akademis, temuan penelitian ini memberikan dasar empiris untuk mengkaji lebih
lanjut hubungan antara kepatuhan hukum formal dan keadilan substantif dalam hukum agraria
Indonesia. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan sosio-legal komparatif pada
berbagai wilayah dan jenis proyek pembangunan untuk kepentingan umum guna mengidentifikasi
bagaimana kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan daerah, dan partisipasi masyarakat
memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan
untuk mengkaji hubungan antara kelayakan nilai ganti kerugian, kondisi ekonomi rumah tangga,
dan kesejahteraan jangka panjang pemilik tanah terdampak. Penelitian lanjutan tersebut
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi sosial
dan hukum pengadaan tanah, tidak hanya dari perspektif penyelesaian administrasi pengadaan
tanah, tetapi juga dari perspektif keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam
menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu kasus
pengadaan tanah untuk pembangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Kojawas, Kabupaten
Minahasa. Oleh karena itu, temuan penelitian mencerminkan kondisi hukum, administratif, dan
sosial kelembagaan yang spesifik pada kasus tersebut sehingga tidak dapat secara langsung
digeneralisasikan pada wilayah atau proyek pembangunan infrastruktur lainnya. Kedua, penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan mengandalkan analisis dokumen
hukum dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Meskipun pendekatan
tersebut memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan hukum dan realitas
implementasinya, penelitian ini belum menghasilkan pengukuran kuantitatif mengenai tingkat
kelayakan ganti kerugian maupun dampak sosial-ekonomi jangka panjang pengadaan tanah
terhadap masyarakat terdampak. Ketiga, analisis mengenai keadilan pemberian ganti kerugian
masih memerlukan bukti yang lebih terperinci mengenai hasil penilaian tanah secara independen,
perbandingan harga pasar properti, serta kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat yang
terdampak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan perspektif
pemangku kepentingan yang lebih luas, menggunakan studi kasus komparatif, serta melakukan
penilaian sosial-ekonomi secara longitudinal guna memberikan evaluasi yang lebih komprehensif
terhadap perlindungan hukum dan keadilan substantif dalam pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN
Kepastian hukum terkait pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur publik
merupakan elemen krusial untuk menghindari konflik pertanahan dan memberikan jaminan
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perlindungan hak bagi masyarakat pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk
Pembangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Kojawas, Kecamatan Langowan, Kabupaten
Minahasa telah dilaksanakan secara yuridis sesuai dengan prosedur perundang-undangan melalui
pembentukan Panitia Pengadaan Tanah oleh Gubernur dan izin penetapan lokasi oleh Bupati
Minahasa. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan pemahaman teknis-yuridis
aparat kecamatan serta koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, diperlukan kewajiban
berkonsultasi secara ketat dengan instansi teknis BPN serta peningkatan peran Notaris/PPAT
dalam menyusun dokumen keperdataan dan mediasi guna memastikan asas keadilan, keterbukaan,
dan keselarasan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
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